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ABSTRAK 

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 

BERDASARKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA 

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BENGKALIS DI KOTA 

DURI 

 

Oleh: 

 

PUJA ASMAUL HUSNA 

02070625909 

 

Penelitian ini di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis pada 

bulan Maret 2023 sampai bulan mei 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana prosedur penerbitan surat teguran dan surat paksa pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunaka adalah data primer dan 

sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan jurusita pajak. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Dokumen. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran dan surat 

Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis menggunakan Standar 

Operating Prosedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak sebagai acuan pelaksanaan  surat teguran dan surat paksa sebagai 

tindakan penagihan pajak. Namun dalam penyampaian surat teguran dan surat 

paksa kepada wajiib pajak jurusita sering kali menemui hambatan, diantaranya 

Kurangnya kesadaran wajib pajak, adanya upaya perlawanan dari wajib pajak 

dan tempat tinggal wajib pajak yang tidak diketahui. 

 

Kata kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh 

masyarakat atau badan usaha kepada Negara, yang digunakan untuk 

membiayai pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional yang dilakukan 

secara terus-menerus dan berkepanjangan serta merata di seluruh tanah air 

akan membutuhkan biaya yang besar. Pajak merupakan sumber pendapatan 

yang memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan pembangunan Nasional. 

Sehingga penerimaan pajak harus dikelola secara baik dan benar agar 

keuangan Negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Untuk 

meningkatkan penerimaan Negara, peran masyarakat sangat dibutuhkan 

yaitu dengan kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan 

membayar pajak, wajib pajak tidak mendapatkan keuntungan secara 

individu, tetapi wajib pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas 

pelayanan umum bagi masyarakat yang di bangun oleh pemerintah. 

 Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi 

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . 
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 Jenis pajak yang bereperan besar dalam penerimaan Negara adalah 

Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh adalah 

pajak yang dikenakan kepada subjek pajak dari penghasilan yang diterima 

dalam tahun pajak. PPh tidak dapat dikenakan kepada seluruh golongan 

masyarakat, hanya dapat dikenakan kepada orang yang berpenghasilan 

diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), berbeda dengan PPN, karena 

PPN adalah jenis pajak tidak langsung atas penyerahan daya beli masyarakat 

sebagai konsumen kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang merupakan 

Konsumen akhir. PPN mencakup seluruh masyarakat dari berbagai lapisan 

yang membeli barang kebutuhan hidupnya. PPN memiliki jangkauan yang 

sangat luas dibandingkan pajak-pajak lainnya dan dapat memberikan 

kontribusi besar terhadap pajak dan berdampak kepada penerimaan Negara. 

(Inayatul & Adnan, 2017:67) 

 Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia yaitu self 

assessment system. yang mana kepercayaan diberikan sepenuhnya kepada 

wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah 

pajak yang terhutang dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib 

Pajak tanpa adanya ikut campur dari pemerintah,  sehingga pemerintah yaitu 

Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang di bantu oleh Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) hanya mengawasi, meneliti, serta memberikan petunjuk dan sanksi 

kepada wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam 

penerapan self assessment system untuk meningkatkan penerimaan Pajak 

Pertambahan Nilai. Tetapi, Pada nyatanya masih banyak masyarakat yang 
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lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak 

yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan utang pajak. Masyarakat 

sebagai Wajib Pajak beranggapan bahwa pajak bukan merupakan 

kewajiban, tetapi lebih dianggap sebagai momok dan beban, karena dengan 

membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan yang 

mereka miliki. Rendahnya tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya akan mengakibatkan tidak tercapainya target 

penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan dan pengembangan 

ekonomi Nasional.  

 Peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai  masih terhalang 

oleh berbagai hambatan. Salah satu hambatannya adalah tingginya angka 

tunggakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam tunggakan pajak tersebut 

dibutuhkan tindakan tegas berupa tindakan penagihan pajak oleh instansi 

perpajakan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa agar wajib pajak 

melunasi utang pajaknya.Penagihan Pajak dilakukan oleh bagian seksi 

penagihan di Kantor Pelayanan setempat. Sehingga penagihan pajak yang 

bersifat memaksa ini dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak 

lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tindakan penagihan 

dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti mengeluarkan surat teguran, 

surat paksa, tindakan sita atau blokir, serta tindakan sita dan lelang. 

Tindakan penagihan pajak merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan 

pajak. 
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 Penagihan pajak menurut UU No. 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 

merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang 

pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, 

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat 

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,  melaksanakan 

penyenderan, dan menjual barang yang telah disita. Hal ini penting 

dilakukan agar dapat membuat wajib pajak takut dan sadar sehingga wajib 

pajak akan membayar kewajiban perpajakannya. 

 Penerbitan surat teguran merupakan langkah awal dari pelaksanaan 

penagihan pajak. Surat Teguran diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak 

membayar hutang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat paksa 

merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh petugas penagihan pajak 

dalam melakukan penagihan pajak sebagai upaya agar masyarakat sadar dan 

membayar hutang pajaknya. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak 

atau penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan waktu 

yang telah ditentukan, dan telah diterbitkan Surat Teguran kepadanya. 

 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis merupakan salah satu 

instansi Pemerintah yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak 

yang berada di kec. Mandau Kab. Bengkalis. Tugas pokok dari KPP 

Pratama Bengkalis ini adalah melakukan penyuluhan, pelayanan dan 

pengawasan terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan pajak lainnya 

dalam wilayah wewenangnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 



5 

 

Tindakan penagihan pajak juga dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak 

Pratama bengkalis. KPP Pratama Bengkalis selalu menerbitkan Surat 

Teguran dan Surat Paksa sebagai salah satu tindakan penagihan Pajak.  

Berikut jumlah data Wajib Pajak PPN, data surat teguran dan surat paksa 

yang terdaftar di KPP Pratama Bengkalis Tahun 2019 s/d 2022 

Tabel 1.1 Jumlah Data Wajib Pajak, Surat Teguan dan Surat Paksa 

PPN/PPNBM di KPP Pratama Bengkalis Tahun 2019-2022 

No Tahun 
Jumlah 

WP 
Realisasi 

Surat 

Teguran yang 

diterbitkan 

Surat Paksa 

yang 

diterbitkan 

1 2019 3.208 406.375.163.963 1.010 643 

2 2020 3.258 368.895.950.809 697 432 

3 2021 2.446 287.714.983.308 166 153 

4 2022 2.140 416.449.265.561 162 45 

Sumber: KPP Pratama Bengkalis,2023 

 Dari tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2019 jumlah 

wajib pajak yang terdaftar sebanyak 3.208 wajib pajak dengan Surat teguran 

yang diterbitkan berjumlah 1.010 surat dan surat paksa yang diterbitkan 

sebanyak 643 surat, pada tahun 2020 jumlah wajib pajak yang terdaftar 

mengalami peningkatan sebanyak 3.258 wajib pajak dengan surat teguran 

yang diterbitkan berjumlah 697 surat dan surat paksa yang diterbitkan 

sebanyak 432 surat, tahun 2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar 

mengalami penurunan sebanyak 2.446 wajib pajak dengan surat teguran 

yang diterbitkan berjumlah 166 surat dan surat paksa 153 surat, dan tahun 

2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami penurunan sebanyak 
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2.140 wajib pajak dengan surat teguran yang diterbitkan sejumlah 162 surat 

dan surat paksa yang diterbitkan sebanyak 45 surat.  

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak PPN di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis setiap tahunnya selalu 

mendapatkan surat teguran dan surat paksa. Sehingga dapat dikatakan 

bahwasanya penerbitan surat teguran dan surat paksa dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Dikarenakan jumlah wajib pajak PPN di kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis mengalami penurunan. Tetapi masih 

banyak juga wajib pajak yang mendapatkan surat teguran dan surat paksa 

setiap tahunnya. 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil dan mengamati judul : “PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK 

PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BERDASARKAN SURAT 

TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA BENGKALIS DI KOTA DURI” agar dapat 

mempermudah masyarakat dalam memahami prosedur penagihan pajak. 

1.2 Rumusan masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan 

surat teguran dan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis di Kota Duri? 
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2. Apa saja hambatan dalam penagihan pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa pada kantor pelayanan 

Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri? 

3. Apa saja Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis dalam menghadapi hambatan dalam penagihan pajak ? 

1.3 Tujuan penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

yang akan di teliti adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dengan surat teguran dan surat paksa pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam penagihan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) Berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa pada kantor 

pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di Kota Duri. 

3. Untuk mengetahui Apa saja Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bengkalis dalam menghadapi hambatan dalam 

penagihan pajak. 

1.4 Manfaat penelitian  

Hasil penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pihak yang terkait: 

1. Bagi Peneliti 

 Dalam melakukan penelitian ni, penulis diharapkan dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di dapatkan selama masa 

perkuliahan melalui penulisan Tugas Akhir yang dilakukan. Serta dapat 
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menambah wawasan dan pengetahuan mengenai prosedur penagihan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan surat teguran dan surat 

paksa, dan mengetahui kendala-kendala serta upaya yang dilakukan 

dalam mengatasi tunggakan pajak.  

2. Bagi instansi  

 Hasil penilitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan Penagihan Pajak Pertambahan 

Nilai dengan mengirimkan surat teguran dan surat paksa pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis di masa yang akan datang. 

3. Bagi pembaca 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan terkait prosedur pelaksanaan penagihan pajak pertambahan 

nilai terhadap wajib pajak, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis yang berlokasi di Komplek Mall Mandau City Kav. 109 

Basement Blok B03, Jalan Jenderal Sudirman, Kel. Babussalam, Kec. 

Mandau, Kab. Bengkalis. 

1.5.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai Bulan Maret sampai dengan bulan 

mei 2023 
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1.5.3 Jenis Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua 

jenis, yaitu: 

a. Data primer 

 Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari 

sumbernya. Sumber  Informasi yang di dapatkan penulis  melalui 

wawancara kepada seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Bengkalis. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang berisi informasi yang dikumpulkan 

dari sumber yang telah ada, sumber data berupa catatan atau 

dokumentasi instansi, pulikasi pemerintah, media, situs Web. Internet 

dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan tugas akhir. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik : 

a. Observasi 

 Observasi adalah penulis turun langsung kelokasi penelitian untuk 

mengamati secara langsung mengenai masalah yang diteliti. 

b. Wawancara 

 Mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis khususnya sub bagian 

penagihan.   
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c. Dokumen 

 Pengambilan data menggunakan dokumen merupakan cara  untuk 

memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang 

dapat mendukung penulisan Tugas Akhir.   

1.5.5 Analisis Data 

Data atau dokumen yang telah diperoleh dari penulisan tugas akhir 

ini langsung dilakukan analisis. Penulis menggunakan metode deskriptif, 

yaitu mengolah data-data yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

cara menggambarkan data yang telah terkumpul dan dijelaskan dengan 

kata-kata yang sistematis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan Tugas Akhir ini terdapat beberapa Bab dengan  

uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Didalam Bab ini Berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan 

penelitian, Manfaat penelitian, metode Penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN  

Didalam Bab ini penulis menguraikan Gambaran Umum Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, Tentang sejarah singkat, struktur 

organisasi, visi dan misi, unit kerja dan uraian tugas pokok. 
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BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK  

Tinjauan ini berisikan tinjauan teori dan praktek, seperti pengertian 

pajak, fungsi pajak, pengertian pajak pertambahan nilai, pengertian 

penagihan pajak. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan 

dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN
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BAB II  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

  Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif 

melakukan reformasi di bidang administrasi perpajakan untuk 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang 

berkualitas. Hal ini di tandai dengan reformasi di bidang peraturan 

perundang – undangan dengan menerapkan system self assessment serta 

perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan 

kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak 

menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).  

  Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan 

Riau Nomor S-1484/WPJ.02/2013 tanggal 13 September 2013 hal 

Pemindahan Lokasi KPP Pratama Bengkalis, KPP Pratama Bengkalis 

diinstruksikan pindah dari Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh 

Nomor 7 kota Dumai ke wilayah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, 

terhitung mulai tanggal 13 September 2013. Pelaksanaan kepindahan 

dilaksanakan secara bertahap. 

  Pada saat itu sebagian seksi pada KPP Pratama Bengkalis menempati 

tanah dan gedung milik Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan Duri, sebagian seksi masih berada pada Kantor yang berada di 

kota Dumai dan sebagian seksi lainnya menempati ruko yang telah disewa 

di wilayah Duri Kecamatan Mandau kabupaten Bengkalis. Dikarenakan 
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keterbatasan tempat, selama KPP Pratama Bengkalis belum memiliki 

gedung perkantoran, KPP Pratama Bengkalis berencana untuk menyewa 

ruko yang berukuran lebih besar. Saat itu KPP Pratama Bengkalis 

beralamat di Jalan Lintas Duri – Dumai Km.3, Kel. Balik Alam, Kec. 

Mandau, Kab. Bengkalis.  

  Dan pada tanggal 1 januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi 

pindah kembali kesebuah ruko yang beralamat di Jalan Hangtuah No. 21 

(Depan Lembaga Adat, Melayu Riau/ LAMR) Kelurahan Batang Serosa, 

Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.  

  Terhitung mulai tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis 

resmi menempati kantor baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, 

Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 

Kel.Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764. 

2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

2.2.1 Visi 

 Visi  KPP Pratama Bengkalis yaitu “Menjadi Kantor Pelayanan 

Pajak Yang Terbaik dengan Menjunjung Tinggi Integritas dan 

Profesionalisme Dalam Memberikan Pelayanan”. Visi KPP  Pratama 

Bengkalis adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan KPP  

Pratama Bengkalis yang sungguh-sungguh diinginkan untuk 

ditransformaskan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh 

segenap jajaran KPP  Pratama Bengkalis. 
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2.2.2 Misi  

 Dalam rangka pencapaian visi, KPP Pratama Bengkalis 

mengemban misi “Menghimpun Penerimaan Pajak Secara Optimal di 

Wilayah Kerja KPP Pratama Bengkalis dan Memberikan Pelayanan 

Terbaik kepada Wajib Pajak”. Misi KPP Pratama Bengkalis adalah 

pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, 

fungsi, peranan, dan  tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak sebagai di 

amanatkan oleh undang undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah 

dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi 

didalam berbagai bidang dilingkungan  KPP Pratama Bengkalis dalam 

beraktivitas dan berinteraksi. 

2.3 Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

  KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak 

dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang 

berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu 

meliputi kecamatan: 

a. Kecamatan Bantan 

b. Kecamatan Bengkalis 

c. Kecamatan Bukit Batu 

d. Kecamatan Mandau 

e. Kecamatan Rupat 

f. Kecamatan Rupat Utara 

g. Kecamatan Pinggir 

h. Kecamatan Siak Kecil 
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i. Kecamatan Bathin Solapan 

j. Kecamatan Talang Muandau 

k. Kecamatan Bandar Laksamana 

l. Kecamatan Tebing Tinggi 

m. Kecamatan Merbau 

n. Kecamatan Tebing Tinggi Barat 

o. Kecamatan Rangsang  

2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Stuktur Organisasi KPP Pratama Bengkalis 
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Sumber: KPP Pratama Bengkalis,2023 

2.5 Uraian Tugas Pegawai kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis 

 Adapun tugas pokok pada masing – masing Bagian pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Kantor 

 Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan 

disemua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, 

pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi 

supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan 

tercapainya tujuan kerja. 

2. Sub Bagian Umum & Kepatuhan Internal 

a. Pelayanan dan kesektariatan terutama dalam hal pengaturan 

kegiatan usaha dan kepegawaian 

b. Pengadministrasian surat 

c. Melakukan urusan keuangan 

d.  Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantor 

3. Seksi Pelayanan 

a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan 

b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan 

c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan  

surat lainnya 

d. Penyuluhan perpajakan 

e. Menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku 
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4. Seksi Penjaminan Kualitas Data 

a. Pengumpulan data dan pengolahan Data 

b. Penyajian informasi perpajakan 

c. Perekaman dokumen perpajakan 

d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan 

e. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil (PBB), dan (BPHTB) 

f. Pelayanan dukungan teknis computer 

g. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-filing 

5. Seksi Pemeriksaan, Peniaian, dan Penagihan  

a. Pelaksana penyusunan rencana pemeriksaan 

b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan 

c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan 

Lainnya 

d. Pelaksana penatausahaan penagihan aktif 

e. Penagihan piutang pajak 

f. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak 

g. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

6. Seksi Pengawasan 

a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib 

pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya 

b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak 

c. Penyusunan profil wajib pajak 
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d. Analisa kerja wajib pajak 

e. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan 

f. Pendataan objek pajak 

g. Penilaian objek pajak 

h. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

i. Penerbitan NPWP cabang di KPP yang bersangkutan 

j. Himbauan PPN KMS 
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 BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penulisan mengenai Prosedur Penagihan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan prosedur penagihan pajak berdasarkan Surat Teguran 

dan Surat Paksa Kantor Pelayanan pajak Pratama Bengkalis sudah 

menggunakan Standar Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak sebagai rujukan. Yang mana pada saat 

menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa Kepala Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Bengkalis, Kepala Seksi Penagihan, Jurusita 

pajak/pelaksana dan wajib pajak/penangggung pajak ikut terlibat 

didalamnya. Penerbitan surat teguran dan surat paksa berawal dari 

penugasan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Seksi Penagihan untuk 

menerbitkan Surat Teguran Dan Surat Paksa kemudian Jurusita  Pajak 

akan menindak lanjuti dengan menyusun konsep terlebih dahulu, 

kemudian konsep tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Penagihan 

untuk meneliti dan memaraf Surat Teguran dan Surat Paksa, dan 

disahkan oleh Kepala Kantor untuk Selanjutnya dikirimkan atau 

disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak. 
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2. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan surat 

teguran dan surat paksa terdiri atas: Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak, 

Adanya Upaya perlawanan dari Wajib Pajak, Tempat tinggal Wajib 

Pajak yang tidak jelas. 

3. Langkah-langkah yang dihadapi untuk mengatasi hambatan tersebut 

KPP Pratama Bengkalis melakukan tindakan sebagai berikut: melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat membahas mengenai masalah perpajakan, 

ataupun mengenai Undang-Undang Perpajakan atau peraturan 

pemerintah yang berlaku,bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk 

membantu melaksanakan penagihan Pajak, Fiskus akan mencari 

informasi disekitaran alamat Wajib Pajak tersebut, dan bertanya kepada 

tetangga atau RT/RW setempat. 

4.2 Saran 

Berdasarkan Kesimpulan di atas maka penulis ingn menyampaikan 

beberapa  saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi 

pembahasan didalam penelitian ini. Penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. KPP Patama Bengkalis diharapkan dapat lebih sering melakukan 

kegiatan sosialisasi kepada Masyarakat mengenai pentingnya melakukan 

pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu. Menjelaskan lebih 

rinci mengenai alur-alur penagihan Pajak. 

2. KPP Pratama Bengkalis sebaiknya melakukan pembaharuan data Wajib 

Pajak. Dengan dilakukannya pembaharuan data diharapkan data-data 



56 

 

Wajib Pajak tetap valid, sehingga dapat meningkatkan penyampaian 

informasi dan petugas diberikan kemudahan dalam melakukan 

pengawasan terhadap Wajib Pajak. 

3. Bagi Wajib Pajak sepatutnya melakukan kewajiban Perpajakan sesuai 

dengan aturan yang berlaku, contohnya melakukan pembayaramn dan 

pelaporan pajak dengan tepat waktu sesuai aturan yang berlaku. 

4. Jika Wajib Pajak Berpindah alamat rumah ataupun tempat usaha, 

sebaiknya melakukan konfirmasi kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Bengkalis, agar pada saat penyampaian surat pemberitahuan 

ataupun yang lainnya, petugas tidak kesulitan dalam mencari alamat 

Wajib Pajak. 
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